
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembanguuan Nasional

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGL]NAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka men1rusun kcbijakan strategis dan

taktis, serta memastikan dokumen perencanaan yang sudah

disusun dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat

sasaran, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis
perkuatan kualitas perencan aan d,an pengangaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbaflgan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis

Perkuatan Kualitas Perencanaan dan PenganSSaran Tahun
2023;

c. bahwa pejabat dan pegawai y^ng n fiaflya tercantum dalam

Lampfuan Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anSgota Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas

Percncanaan dan Penganggar an Tahun 2023;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 lentang Afi&&aran

Pendapala:n dat Bclanja Ne8ara Tahun Atggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
2OS,Tambahar lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
682T)i

2. Peraturan Pcmerintah Nomor 45 Tahtrn 2013 lentang Tala

C^ra Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 2018;

3- Peraturan

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PENIBANGUNAN NASIONAL/

KI,PALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.3 5/ M.WN / HK/ 04 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TWl KOORDINASI STRATEGIS

PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

TAHUN 2023
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Menetapkan

PERTAMA

KI,DUA

KETIGA

3. Petatnta:n Pcmcrintah Nomor 17 Tahw 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan PenBanBB ran
Pembangunan Nasional;

1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2Ol9 tentang Per,.ataafi

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2079-2024;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaim ana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021,;

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2027 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona[;

7. Pcraturan Presiden Nomor 81 Tahw 2021 tentang B^d,an

Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bad an Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemanta$an dan F,valuasi Kegiatan dan Anggarun;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangwan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 3 Tahun 2022 tentanS Organisasr dar' Tat^ Ke4a
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMIITIISKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPAI.{ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN TAHUN 202 3.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuat4n Kualitas

Percncarnaan dan Penganggaran Tahun ZO23 Ltrrtuk selanjutnya
disebut Tim Kostra PKPP, dengan susullan keanggotaan

seb agaimana ter c antum dalam l,ampiran Keputusan ini.

Tim Kostra PKPP terdiri atas Tim Pengaruh, Penanggung Jawab,
Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah bertugas:

a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis d411 lintas

sektoral dalam proses pen)'usurlan kebijakan, strategis, dan

rencana kerja perkuatan kualitas perencanaan penganqBatan

terkait RPJMN 2020-2024; dan

b. memberikan
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KEEMPAT

KEL]MA

KEENAM

KFJUJUH

b. memberikan arahan
melaksanakan tugasnya.

kepad,a Tim Pelaksana dalam

P enanggung J aw ab bertugas melaksanakan pcfigendalian kcgiatan
dan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan hasilnya
kepada Ketua Tim Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan koordinasi program dan kegiatan prioritas
pembanganan untuk mendukung pencapai,an sasaran RPJMN

tahun 2O2O-2O24 beserla penekanan tahunan dengan
mempertimbangkan prinsip money follow program;

b. mengembangkan kebijakan untuk mendukung pencapaian
sasaran prioritas nasional oleh kementerian/lembaga
berdasarkan RPJMN Tahun 2O2O-2O24 d,an penekanan
prioritas lah:ur:. n dengan mempertimbangkan prinsip money
follow prograry

c. melakukan koordinasi bersama dengan pemangku
kepentingan termasuk kementerian/lembaga dan mitra kerja
pembangttnan perihal penerap^n money follow program
dalam lingkrrp pengalokasian program/kegiatan/proyek
pdoritas;

d. menyrrsun pela jalan penerapan money follow program terkait
dengan peningkatan kualitas belanja dalam doknmen
perencanaan d an p enganggar an;

e. melakukan review tethadap kebijakan yang sedang beqalatt
g1;lna penerapan money follow programl

f. merumuskan kebijakan penerapan money follow prcgram
dalam lingkup pengalokasian pendanaan pembanglnar1, d,an

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kctua Tim
Pengarah melalui Penanggung Jaw ab.

Tenaga Pendukung bertugas:

a. membflltu pelaksanaan tugas Trm Pelaksana dalam
pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretaiatan dan tugas lain yang
diberikan oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rungka pelaksanaan tugas
Tim Kostra PKPP dibebankan pada /utgaran Pend,apatan d,an

Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangnnan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun
Anggaran 2023.

KEDELAPAN :
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KI,DELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan diJakarta
pada tangal 3 April 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KNPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI.

SLIHARSO MONOARFA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

zr>
RR. Rrta Erawati



A. TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Kctua

Anggota

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPAI,A BAPPENAS

NOMOR KEP.3 5/M.PPN / HK/ O 4 / 2023
TANGGAL 3 APR]L 2023

SUSUNAN KXANGGOTAAN
TIT,I KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS

PERXNCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023

B- PENANGGUNGJAWAB

Menteri PPN/Kepala Bappcnas.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

1. Deputi Bidang PembanSunan Manusia,
Masyarukat, d,an Kebudayaan,
Kemellterian PPN/Bappenas.

2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN / Bappenas.

4. Delruti BidanS Pemantauan, Evaluasi, dan
P engendalian P emb an gun an, Kementerian
PPN/Bappenas.

5. Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan, dan Keamanan Kementerian
PPN/Bappenas.

6. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

7. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas.

8. Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangrtnan.,

Kemer, terian PPN /Bappenas.

C. TIM...



C. TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

Direktur Alokasi Pendan aan Pembangunan,
Kcmcntcrian PPN / Bappenas.

1. Direktur Perenca:naan Makro dan Analisis
Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Direktur Keuangan Negara dan Analisis
Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Direktur Pertahanan dan Keamanan,
Kementerian PPN/Bappenas.

5. Direktur Evaluasi dan Pengendalian
Penlrusunan Perencanaan Pembatgunan.,
Kementerian PPN/Bappenas.

6. Direktur Pernantaluan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan, Kementeriafl
PPN/Bappenas.

7. Direktur Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.

8. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan
T ata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.

9. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian

dan Kemaritimafl , Kementerian Keuangan.

10. Direktur Angaran Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebud,ayaan, Kementerian
Keuangan.

11. Direktur AnggarunBidang Politik, Hukum,
Pertahan n d,an Keamanan, dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara,
Kementerian Keuangan.

12. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc.Ak.,
Kementerian PPN / Bappenas.

13. Rina Asriyani, SE, M.Sc., Kementerian
PPN/Bappenas.

i4. Firman Edison, S.Sos., ME., Kementerian

PPN/Bappenas.

15. Wulandari ...
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D. TENAGA PENDUKUNG

15. Wulandari, SE, Ak, MPP., Kementerian
PPN/Bappenas.

16. Wisnu Hendrianto, ST, MPPM,
Kementerian PPN/Bappenas.

1 7. Tri Wibowo, SE, Kementerian
PPN/Bappenas.

18. Eka Riski Ningtyas, SE, MSE, Kementerian
PPN/Bappenas.

19. Eko Agung Wibowo, SE, MSP, Kementerian
PPN/Bappenas.

20. Mohamad Ridho Hasanudin, S.Pd.,

Kementerian PPN/Bappenas.

21. Lydwina Adhisty, ST, Kementerian
PPN/Bappen4s.

22. Mely Chinthya Devi, SH., MGA.,
Kementerian PPN/Bappenas.

23. Afina Azizah, S.Si., Kementeriall
PPN/Bappenas.

24. Ann\sa Chyntia Yusup, S.Stat.,

Kementerian PPN/Bappenas.

25. Cindy Chelia, S.Mat., Kementerian
PPN/Bappenas.

26. Hasna Khaerunisa, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas.

27. Hendro Tri Utomo, S.Kom, Kementerian
PPN/Bappenas.

28. Nirwana Fatria Kridayati, S.Mat,
Kementeri4n PPN / Bappenas.

29. Vivi Nur Utami, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Istiyono, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Mthammad Fajar Wibisana, S.Si.,

Kementerian PPN/Bappenas.

3. Nabilah Zrhairah, S.Si., Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Mhd. ...
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4. Mhd. Reza Fahlevy, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.

5. Febiola Boang Manalu, A.Md.lO.N.,
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPAI-{ BADAN PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAI,.

SUHARSO MONOARIA

trd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

z-


